
WAL.I OTA BAUHAU 

PROVINSI SULAWESI TENG&AHR.A 

PERATURAN WALT KOTA BAUBAU 

NOMOR : 52 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KELURAHAN SE-KOTA BAUBAU 
TAHUN 2019-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 272 Ayat 
(1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah 
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah _ 
(RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program, ' 
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan 
fungsi setiap Perangkat Daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 342 
Ayat ( 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi 
pedoman Perubahan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah; 

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan Penetapan 
Rencana Strategis Kelurahan Lamangga Kecamatan 
Murhum Kota Baubau Tahun 2018-2023; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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11. Peraturan Pernerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah 
Kepada Pernerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inforrnasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 19, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4693); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

13. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 21,  Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4817); 

14. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nornor 114 Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 3); 

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pernbangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1312); 

18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nornor 5 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Baubau (Lernbaran Daerah Kota Baubau Tahun 
2016 Nomor 5); 

19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nornor 2 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 
2018-2023; 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA 

STRATEGIS KELURAHAN SE-KOTA BAUBAU TAHUN 

2019-2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kata ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kata Baubau; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau; 

3. Wali Kata adalah Wali Kata Baubau; 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Sekretariat,Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan 
Palisi Pamong Praja, dan Kecamatan lingkup Pemerintah Kota Eaubau; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun; 

r ·  

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun; 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Baubau selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan 
Pembangunan Kota Baubau untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 
yang dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019; 

8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk 5 (lima) tahun; 

9. Rencana Strategis Kelurahan yang selanjutnya disingkat Renstra Kelurahan 
adalah Dokumen Perencanaan Kelurahan untuk 5 (lima) tahun; 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED), selanjutnya disingkat 
APED adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

1 1 .  Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Oeganisasi Perangkat Daerah (Renja 
OPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk masa periode 1 (satu) tahun. 

Pasal 2 

(1) Renstra Kelurahan Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD 
Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023; 

(2) Renstra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1) adalah rencana 
strategis yang mencakup seluruh kelurahan se-Kota Baubau; 

(3) Renstra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi pedoman 
Kelurahan dalam penyusunan Renja Kelurahan. 
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Pasal 3 

(1) Renstra Kelurahan disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

BAB II Gambaran Pelayanan Kelurahan 

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

BAB IV Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok 

Sasaran dan Pendanaan Indikatif 

BAB V : Penutup 

(2) Isi beserta uraian Renstra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wall 
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 29 Noe 'par 2019 

.S. TAMRIN 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 29 Nepber 2019 

SEKRETARIS DHEA OTA BAUBAU, 
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